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ABSTRAK 
 

Yenni Oktavia (2022): Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap 

Sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Di Nagari Sungai 

Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 

Kota.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tanggung jawab pemerintah daerah 

terhadap sarana/sekolah bagi anak berkebutuhan khusus di Nagari Sungai Naniang 

Kecamatan Bukik Barisan belum ada sama sekali. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan pemerintah memiliki tanggung jawab atas hal tersebut, namun pada 

kenyataannya Pemerintah Kecamatan Bukik Barisan dan Nagari Sungai Naniang 

belum melaksanakan yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 2 Tahun 2019.  

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung 

jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik 

Barisan Kabupaten 50 Kota, serta untuk Mengetahui apa saja faktor yang 

mempengaruhi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari 

Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Sifat dari 

penelitian ini yaitu deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah 

Daerah Di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota 

Kota tidak berjalan dengan ketentuan tersebut yaitu belum adanya sarana/fasilitas 

bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Namun pemerintah memberikan solusi adanya 

tenaga pendidik yang ditugaskan khusus di sekolah umum untuk melayani 

ADK/Anak Berkebutuhan Khusus tersebut, minimal ada satu sekolah yang bisa 

melayani ADK/Anak Berkebutuhan Khusus dengan menugaskan ASN atau guru. 

Dan Masih ada beberapa faktor kendala yang ditemukan seperti tidak ada tenaga 

didik sementara, dan dana/anggaran yang kurang memadai.  

 
Kata kunci : Tanggung jawab, Sarana, Anak Berkebutuhan Khusus 
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berupa kesibukan penulis sendiri sehingga waktu dan fokus penulis dalam 
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 Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapatkan 

dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan 

bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah merupakan struktur politik konkrit yang paling penting 

dalam pengelolaan Negara. Kata “pemerintah” diturunkan dari bahasa latin 

“gubernare” yang artinya mengarahkan, menjejaki, dan mengemudi. Menurut 

Plato pemerintahan adalah proses mengarahkan pemimpin-pemimpin politik 

untuk bertindak sebagai pengemudi. Definisi Plato menempatkan peran sentral 

pemimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Kemudian menurut Apter 

pemerintah adalah sekumpulan khusus dari individu-individu yang telah 

menetapkan tanggung jawab untuk mempertahankan dan/atau mengadaptasi 

sistem dimana mereka menjadi bagiannya, menjalankan tanggung jawab 

dengan membuat pilihan-pilihan yang mengikat para anggotanya.
1
 Kemudian 

menurut Amien Rais bahwa pemerintahan adalah sekelompok orang bersama-

sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.
2
 

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tugas 

                                                             
1
 Muhtar Haboddin, Pengantar Ilmu Pemerintahan,( Malang:UB Press, 2015), h. 2 

2
 Fathur Rahman, Teori Pemerintahan, (Malang:UB Press, 2018), h. 2  



 

 

 

2 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagai yang dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945.
3
 

Berdasarkan Pasal 6 peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 

2 Tahun 2019 menyebutkan : 

“Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, 

dan kejiwaan peserta didik, sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah”
4
 

 

Berdasarkan peraturan tersebut Nagari Sungai Naniang Kecamatan 

Bukik Barisan salah satu daerah yang belum ada sarana/sekolah bagi anak 

berkebutuhan khusus tersebut, dari data yang didapat ada 9 orang anak yang 

mengalami keterbatasan khusus seperti tunawicara, tunadaksa, dan syndrome. 

Anak berkebutuhan khusus tersebut tersebar di 5 Jorong pada Kenagarian 

Sungai Naniang, yang mana di Jorong Apar ada 3 orang anak berkebutuhan 

khusus, di Jorong Kampuang Baru ada 1 orang anak berkebutuhan khusus, di 

Jorong Batu Balabuah I ada 1 orang anak berkebutuhan khusus, di Jorong 

Batu Balabuah II tidak ada anak berkebutuhan khusus, dan di Jorong 

Pematang Aur ada 3 orang anak berkebutuhan khusus. Dari data tersebut 

mereka juga berhak mendapatkan layanan pendidikan dari pemerintah, namun 

nyatanya pada saat ini belum ada fasilitas bagi mereka.  

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan, 

pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan 

mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-

                                                             
3
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 2 

4
 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019  tentang, 

Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 6 
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undangan yang berlaku. Serta berkewajiban memberikan layanan dan 

kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga 

negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib 

menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap 

warga negara dari usia tujuh sampai usia lima belas tahun. 

Salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi pelayanan sebagaimana 

fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat 

berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang 

memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan 

dilakukan oleh seluruh negara di dunia. 

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan 

pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan 

dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan 

lainnya. 

Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang bertakwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa berbudi pekerti luhur. Sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang berbunyi : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 

Begitu besarnya makna pendidikan sebagaimana dalam pasal 31 ayat 

(1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: 

“Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.
5
 

Dengan demikian perihal anak-anak yang dengan berkebutuhan khusus 

seperti, tunanetra, tunarungu, tunagharita, tunadaksa, tunalaras, dan anak-anak 

berkesulitan belajar juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan 

pendidikan. 

Selanjutnya yang ditegaskan dalam Pasal 5  Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi : 

1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. 

2) Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 

3) Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat 

adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 

4) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

berhak memperoleh pendidikan khusus. 

5) Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan 

pendidikan sepanjang hayat.
6
 

                                                             
5
 Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 31 ayat 1 

6
 Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 
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Mengingat banyak jenis kelainan yang dimiliki anak, maka secara 

umum dapat diklarifikasikan pada empat golongan sebagai  berikut : 

a. Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang 

pada segi fisik  

b. Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang 

pada segi mental.  

c. Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang 

pada segi sosial.  

d. Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang 

pada segi emosi.
7
 

Dalam Pasal 5 peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 2 

Tahun 2019 menyebutkan penyandang disabilitas terdiri atas : 

a. Penyandang disabilitas fisik. 

b. Penyandang disabilitas intelektual. 

c. Penyandang disabilitas mental,dan/atau 

d. Penyandang disalibilitas sensorik.
8
 

Begitu pentingnya pendidikan sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu :  

“Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. “ 

Maka setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak 

tanpa memandang latar belakang agama, suku bangsa, ekonomi dan status 

                                                             
7
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Identifikasi dan Evaluasi Anak Luar Biasa, 

(Jakarta: CV Harapan Baru, 2004), h. 18. 
8
 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019  tentang, 

Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 62 ayat 2 
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sosialnya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan 

warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan.  

Di Sekolah Luar Biasa yang siswanya merupakan kategori Anak 

Berkebutuhan Khusus, para siswanya juga mendapatkan hak yang sama 

dalam pembelajaran pendidikan. Walaupun dengan keterbatasan yang ada 

akan menuntun mereka untuk bisa bermanfaat baik bagi dirinya maupun 

lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu pemerintah seharusnya bertanggung 

jawab terhadap sarana dan prasarana pendidikan terutama bagi anak yang 

berkebutuhan khusus dalam melaksanakan pembelajaran. 

Masalah belajar, kemungkinan penyebabnya pun berbeda seperti yang 

di sebabkan oleh faktor fisik, mental, dan faktor lingkungan. Faktor fisik 

karena gangguan atau kelainan pada segi fisiknya seperti gangguan 

penglihatan, pendengaran, kecacatan atau kelayuan pada anggota gerak dan 

lain-lain. Faktor mental berkaitan dengan motif belajar, minat, penglihatan, 

kecerdasan, kepercayaan diri, kontrol diri dan sebagainya. Faktor lingkungan 

yang dimaksud merupakan tempat belajar, suasana pembelajaran, alat-alat 

dan media pembelajaran, dan strategi pembelajaran. 

Anak berkebutuhan khusus disebut sebagai anak yang cacat 

dikarenakan mereka termasuk anak yang pertumbuhan dan perkembangannya 

mengalami penyimpangan atau kelainan, baik dari segi fisik, mental, emosi, 

serta sosialnya bila dibandingkan dengan anak yang normal. Karakteristik 

spesifik anak berkebutuhan khusus pada umumnya berkaitan dengan tingkat 
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perkembangan fungsional. Karakteristik spesifik tersebut meliputi tingkat 

perkembangan sensorik motor, kognitif, kemampuan berbahasa, keterampilan 

diri, konsep diri, kemampuan berinteraksi sosial. Anak berkebutuhan khusus 

adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada 

umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi 

atau fisik. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa 

dan anak cacat. 

Menurut Suran dan Rizzo mengartikan anak berkebutuhan khusus 

adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang 

penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka secara fisik, psikologis, 

kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan (kebutuhan) dan 

potensinya secara maksimal. Meliputi mereka yang tuli, buta, mempunyai 

gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, dan juga gangguan 

emosional.
9
 

Hal utama yang diperlukan anak berkebutuhan khusus adalah dapat 

diterima oleh lingkungannya sekalipun dengan segala keterbatasan yang 

dimilikinya. Pada awalnya, anak berkebutuhan khusus yang mampu 

menerima kekurangan yang ada pada dirinya terlebih dulu, akan tumbuh pula 

kepercayaan diri untuk mau menyatu dengan lingkungan sosialnya. Setelah 

lingkungan sosial mampu menerima kehadirannya, maka akan terjadi 

hubungan dan interaksi sosial yang baik pula. Hubungan dan interaksi sosial 

yang baik ini akan menjadi awal yang baik bagi perkembangan sosial anak 
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berkebutuhan khusus dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Dengan 

menyadari bahwa dirinya telah diterima oleh masyarakat, maka seorang anak 

berkebutuhan khusus akan dapat mengembangkan hubungan interpersonal 

dan pendidikan yang lebih baik lagi.  

Kemudian, Dalam Pasal 6 peraturan daerah provinsi Sumatera Barat 

Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan : 

“menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, 

dan kejiwaan peserta didik, sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah”
10

 

Di Nagari Sungai Naniang terdapat beberapa anak berkebutuhan 

khusus dari 9 kepala keluarga yang ada di desa tersebut. Berdasarkan 

observasi yang dilakukan terhadap keberadaan sarana dan prasarana bagi 

anak-anak yang berkebutuhan khusus di Nagari Sungai Naniang Kecamatan 

Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota, tidak dijumpainya fasilitas tersebut 

sehingga bagi anak berkebutuhan khusus/anak penyandang disabilitas 

tersebut tidak memperoleh pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih jauh tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 

Terhadap Sarana Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 
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Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Nagari Sungai Naniang 

Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis merasa perlu memberikan 

batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka pembahasan di 

fokuskan kepada tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di 

Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan 

Kabupaten 50 Kota? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pemerintah 

daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai 

Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah 

terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang 

Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota. 

b. Untuk Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tanggung 

jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di 

Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 

Kota. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:   

a. Secara Teoritis 

Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang 

sedang diteliti, dalam hal ini mengenai tanggung jawab pemerintah 

daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 
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Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai 

Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi penulis : untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang 

telah diperoleh selama kuliah. 

2) Bagi masyarakat : untuk memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai anak 

berkebutuhan khusus. 

3) Bagi pemerintah : diharapkan dapat menjadi rujukan bagi 

pemerintah dalam melakukan kebijakan terhadap tanggung 

jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang 

Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota. 

c. Secara Akademis 

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada prodi 

ilmu hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau 

2. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi 

bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis 

yang ingin meneliti hal yang sama. 
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3. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti 

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka 

penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa 

bagian dengan perincian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori teori teori yang digunakan 

berdasarkan studi literature yang sesuai dengan topic penelitian. 

Penjelasan ini bersumber dari buku buku referensi, jurnal dan 

hasil penelitian terdahulu.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat uraian tentang jenis penelitian, lokasi 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, teknik dan analisis data.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah 
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Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang 

Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota 

2. Faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pemerintah daerah  

terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 

2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari 

Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran 

yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Pemerintah Daerah 

Pemerintah merupakan struktur politik konkrit yang paling penting 

dalam pengelolaan Negara. Kata “pemerintah” diturunkan dari bahasa latin 

“gubernare” yang artinya mengarahkan, menjejaki, dan mengemudi. 

Menurut Plato pemerintahan adalah proses mengarahkan pemimpin-

pemimpin politik untuk bertindak sebagai pengemudi. Definisi Plato 

menempatkan peran sentral pemimpin dan menjalankan roda 

pemerintahan. Kemudian menurut Apter pemerintah adalah sekumpulan 

khusus dari individu-individu yang telah menetapkan tanggung jawab 

untuk mempertahankan dan/atau mengadaptasi sistem dimana mereka 

menjadi bagiannya, menjalankan tanggung jawab dengan membuat 

pilihan-pilihan yang mengikat para anggotanya.
11

 Kemudian menurut 

Amien Rais bahwa pemerintahan adalah sekelompok orang bersama-sama 

memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.
12

 

Pemerintah daerah dikembangkan berdasarkan asas  otonomi 

(desentralisasi) dan tugas pembantuan. Azaz dekonsentrasi hanya 

diterapkan di daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten yang belum siap atau 

belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan 
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 Muhtar Haboddin, Pengantar Ilmu Pemerintahan,( Malang:UB Press, 2015), h. 2 
12

 Fathur Rahman, Teori Pemerintahan, (Malang:UB Press, 2018), h. 2 
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dalam Undang-undang Dasar 1945. Kemudian hubungan yang di idealkan 

antara pemerintah pusat dengan daerah Provinsi, dan antara pemerintah 

Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang 

tidak bersifat hirarkis. Namun fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan 

otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap 

dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana 

mestinya.  

Pada dasarnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan 

mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini 

tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, 

kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah 

daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan 

dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam kondisi 

semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat 

pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi 

daerah itu, arus dinamika kekuasaan yang pergerakannya bergerak 

sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.
13

 

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan 

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan 

dengan tugas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
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Press.2005), h. 278 



 

 

 

16 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam 

UndangUndang Dasar 1945.
14

 Sedangkan yang dikatakan Pemerintahan 

Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 

Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai Unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah. 

2. Bentuk dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 

Otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan 

pemerintahan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

konteks bentuk Negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : 

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk republik.
15

 Dalam 

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan 

kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
16

 Urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang 

diselenggaran berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabiltas, dan 

efisiensi, yang terdiri dari atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan 

pemerintahan wajib seperti urusan pemerintahan yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak 
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 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 2 
15

 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 1 
16
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dasar, sedangkan urusan pemerintahn pilihan terkait erat dengan potensi 

unggulan dan kekhasan daerah. 

Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintah daerah, disebutkan bahwa : 

a. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 

b. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 

pemerintah pusat. 

c. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan 

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 

d. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi 

dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 

e. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden 

sebagai kepala pemerintahan.
17

 

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, 

pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun 
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2014 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, 

serta kepentingan strategis nasional.
18

 Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (3) 

dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah disebutkan bahwa : Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kriteria urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah Provinsi adalah : 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah 

Kabupaten/Kota. 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 

Kabupaten/Kota. 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas 

Daerah Kabupaten/Kota;dan/atau 

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 

efisiensi apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
19

 

Pemerintah Daerah mempunyai beberapa tugas sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :  

a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;  

b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 
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c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan 

rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas 

bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 

rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 

untuk dibahas bersama; 

e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan  

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
20

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepala daerah berwenang : 

a. Mengajukan perda. 

b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. 

c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah. 

d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 

dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat. 

e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
21
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Selain itu, kepala daerah juga mempunyai kewajiban sebagaimana 

disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang pemerintah daerah bahwa, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala 

daerah meliputi : 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah;  

e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 

f. Melaksanakan program strategis nasional; dan 

g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi vertikal di Daerah 

dan semua Perangkat Daerah.
22

 

Sementara itu, wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas : 

a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 

daerah; 

b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi 

vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil 

pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan 
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perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan 

pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; 

c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;  

d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah 

kabupaten/kota. 

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 

penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;  

f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 

diberikan oleh kepala daerah; dan  

g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala 

daerah berhalangan. 

 

B. Sarana  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu 

yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana 

pendidikan adalah semua fasilitas (peralatan, perlengkapan, bahan, dan 

perabotan) yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, 

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan 

pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisiensi, seperti : 

gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pengajaran, 

perpustakaan, kantor sekolah, ruang osis, tempat parkir, ruang laboratorium.
23
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Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa fasilitas atau sarana secara garis 

besar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu : 

a. Fasilitas fisik  

Yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibendakan, 

yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan 

sesuatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut fasilitas materil.  

b. Fasilitas uang 

Yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan 

sebagai akibat   bekerjanya nilai uang.
24

 

 

C. Anak Berkebutuhan Khusus 

1. Definisi Anak Berkebutuhan Khusus   

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik 

khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya dengan 

ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus 

juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan 

yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing 

anak secara individual. Anak berkebutuhan khusus secara fisik, psikologis, 

kognitif atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan kebutuhan dan 

potensinya secara maksimal, sehingga memerlukan penanganan yang 

terlatih dari tenaga professional. Jadi dapat disimpulkan, anak 

berkebutuhan khusus merupakan kondisi dimana anak memiliki perbedaan 

dengan anak pada umumnya, baik dalam faktor fisik, kognitif maupun 
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psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan 

kebutuhan anak tersebut.
25

 

 Menurut Santrock, menyebutkan anak berkebutuhan khusus 

dengan istilah special need yaitu seseorang atau anak yang memiliki 

keterbatasan dalam fungsi kognitif, fisik maupun emosi yang menghalangi 

kemampuan anak tersebut untuk berkembang, baik yang terklasifikasi 

dalam kesulitan belajar, retardasi mental, gangguan fisik, sensoris, 

gangguan bicara dan bahasa, autisme maupun gangguan emosi dan 

perilaku.
26

 

 Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang dalam proses 

pertumbuhan atau perkembangan mengalami kelainan atau penyimpangan 

fisik, mental, intelektual, sosial dan atau emosional dibanding dengan 

anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan 

pendidikan khusus.
27

 Anak Berkebutuhan Khusus didefinisikan sebagai 

anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk 

mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Dalam 

dunia pendidikan, kata luar biasa merupakan julukan atau sebutan bagi 

mereka yang memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan 

penyimpangan yang tidak dialami seperti orang normal pada umumnya.
28
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 Menurut Mangunsong, anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang 

menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mental, 

kemampuan-kemampuan sensoris, fisik, perilaku sosial dan emosional, 

kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal 

diatas, sejauh mereka memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah , 

metode belajar atau layanan terkait, yang ditujukan untuk mengembangkan 

potensi atau kapasitas secara maksimal.
29

 

 Secara umum rentangan Anak Berkebutuhan Khusus terbagi 

menjadi dua kategori di antaranya individu yang memiliki kekhususan 

permanen dan temporer.
30

Anak Berkebutuhan Khusus temporer ialah anak 

yang memiliki hambatan dalam belajar dan perkebambangan yang 

disebabkan adanya faktor eksternal, contohnya anak yang mengalami 

trauma akibat kekerasan fisik akan menjadi salah satu faktor terhambatnya 

perkembangan emosi dan juga mempengaruhi dalam menjalani kehidupan 

sendiri. Apabila peristiwa tersebut berlanjut dan tidak dapat ditangani 

dengan baik, maka anak akan masuk kedalam kondisi Anak Berkebutuhan 

Khusus yang bersifat permanen. 

 Kemudian Anak Berkebutuhan Khusus yang bersifat permanen 

ialah anak yang memiliki hambatan dalam belajar dan perkembangan yang 

disebabkan oleh faktor internal dan menjadi akibat langsung dari 

ketunaannya, contohnya anak dengan gangguan penglihatan, anak dengan 
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gangguang pendengaran, anak dengan gangguan perkembangan kognitif, 

anak dengan gangguan fisik, anak dengan gangguan emosi dan tingkah 

laku. Pada kondisi tersebut, anak dihadapkan pada kondisi keterbatasan 

dalam kehidupannya secara menetap.
31

  

2. Macam macam Anak Berkebutuhan Khusus 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Anak 

Berkebutuhan Khusus terbagi atas : 

a. Tunanetra 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tunanetra 

adalah tidak dapat melihat.
32

 Tunanetra secara etimologi berasal dari 

dua kata, yakni tuna dan netra. Tuna berarti kecacatan atau 

kekurangan, sedangkan netra berarti mata atau penglihatan. Tunanetra 

tidak sama dengan buta. Pada penyandang tunanetra memiliki indra 

penglihatan yang tidak dapat berfungsi secara optimal. Jadi tunanetra 

adalah individu yang indra penglihatannya tidak dapat digunakan 

sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Jenis 

tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dengan kondisi tidak 

dapat melihat sama sekali dan dengan kondisi masih bisa melihat 

meskipun terbatas.
33

 

Tunanetra adalah anak yang memiliki lemah penglihatan atau 

sama sekali tidak lagi memiliki penglihatan, Tunanetra sebagai 
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individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan dapat dipisahkan 

kedalam dua golongan yaitu buta total dan lemah penglihatan.
34

 

Karena tunaetra memiliki keterbatasan dalam melihat, maka proses 

pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain, yaitu indra peraba 

dan indra pendengaran.    

Berdasarkan kemampuan daya penglihatan tunanetra terbagi : 

a. Tunanetra ringan (Low Vision) 

b. Tunanetra setengah berat (Partially Sighted) 

c. Tunanetra berat (Totally Blind)
35

 

Karakteristik anak tunanetra sebagai berikut : 

a. Segi fisik 

Secara fisik anak tunanetra nampak sekali adanya kelainan pada 

organ penglihatan/mata, yang secara nyata dapat dibedakan dengan 

anak-anak normal pada umumnya, hal ini dapat terlihat aktivitas 

mobilitas dan respon motorik yang merupakan umpan balik dari 

stimuli visual.  

b. Segi motoric 

Hilangnya indra penglihatan sebenarnya tidak berpengaruh secara 

langsung terhadap keadaan motorik anak tunanetra, tetapi dengan 

hilangnya pengalaman visual menyebabkan tunanetra kurang 

mampu melakukan orientasi lingkungan 
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c. Perilaku 

Kondisi tunanetra secara langsung menimbulkan masalah atau 

penyimpangan perilaku pada diri anak, meskipun demikian hal 

tersebut berpengaruh pada perilakunya.  

d. Akademik 

Secara umum kemampuan akademik anak tunanetra sama seperti 

anak normal pada umumnya. Keadaan ketunanetraan berpengaruh 

pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya bidang 

membaca dan menulis.
36

 

b. Tunarungu  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu artinya rusak 

pendengaran dan dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal 

sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena rusak pendengarannya dan 

terkesan lebih kasar. Tunarungu adalah suatu istilah umum yang 

menggambarkan suatu jenis kondisi tuli yang terlepas dari penyebabnya 

dan usia kejadiannnya, tuli adalah suatu gangguan pendengaran yang 

terdiri dari dua jenis, yaitu gangguan pendengaran konduktif adalah 

akibat kelainan telinga luar atau tengah, dan gangguan pendengaran 

sensorineural timbul sekunder dari kelainan koklearis, saraf kedelapan, 

atau saluran auditorik sentral. 

Menurut Rachmawati, tunarungu berasal dari kata “tuna” dan 

“rungu”. Tuna ialah rusak atau cacat dan rungu ialah pendengaran. 
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Menurut Lkshita, Tunarungu adalah kondisi dimana individu mengalami 

gangguan pendengaran, baik itu permanen maupun tidak permanen. 

Menurut wasita, Tunarungu ialah kondisi kesulitan mendengar ringan 

sampai yang berat, digolongkan ke tuli dan kurang dengar. Menurut Arifin 

tunarungu ialah individu mengalami kerusakan pada satu atau lebih pada 

organ telinga luar, organ telinga bagian tengah dan organ telinga bagian 

dalam sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik.  

 Tunarungu ialah individu yang mengalami gangguan dalam 

pendengaran, baik keseluruhan atau masih mempunyai sisa 

pendengarannya yang mengakibatkan kerusakan fungsi pendengaran 

sehingga pendengaran anak tunarungu menjadi kurang optimal dalam 

menerima suara ataupun bunyi yang didengar olehnya.
37

 

Menurut Edja Sadjaah, berikut klasifikasi tunarungu berdasarkan 

derajat kehilangan kemampuan mendengar antara lain : 

a. Gangguan pendengaran ringan (20 sampai 40Db), taraf ini 

merupakan batas antara kurang dengan normal. 

b. Gangguan pendengaran marginal (30 sampai 40Db), taraf ini 

mengalami kesulitan mendengar dalam jarak sejauh lebih dari satu 

kaki dan kesulitan untuk mengikuti percakapan. 

c. Gangguan pendengaran sedang (40 sampai 60Db), taraf ini mampu 

mendengar suara keras dan dibantu dengan penglihatan. 
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d. Gangguan pendengaran berat (60 sampai 75Db), taraf ini 

merupakan batas antara kurang dengar dan tuli. 

e. Gangguan pendengaran sangat berat (lebih dari 75Db), taraf ini 

tidak dapat mendengar suara walaupun dengan suara yang 

diucapkan sangat keras.
38

 

  Menurut Saeful, karakteristik tunarungu sebagai berikut : 

a. Segi sosial dan emosional 

Sosialisasi berteman terbatas pada kemampuan berkomunikasi, 

adanya perasaan takut akan lingkungan yang menjadikan anak 

tunarungu selalu bergantung pada orang lain dan juga menjadi 

kurang percaya diri, memiliki sifat polos, dan mudah marah dan 

tersinggung. 

b. Segi intelegensi 

Tingkat intelegensi rendah yang dialami oleh anak tunarungu 

bukan berasal dari hambatan intelektualnya melainkan tidak 

mendapat kesempatan untuk berkembang. Sehingga, perlu adanya 

pemberian bimbingan yang teratur terutama dalam kecakapan 

bahasa akan dapat membantu intelegensinya.  

c. Segi bahasa dan bicara 

Dimana bahasa ialah alat atau sarana paling utama oleh individu 

dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri atas membaca, 

menulis, dan berbicara. Dari 3 aspek alat komunikasi membuat 
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anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan 

berbahasa intensif yang dapat meningkatnya kemampuan 

berbahasa.
39

 

c. Tunagrahita 

 Tunagrahita merupakan istilah dari bahasa sanskerta yang terdiri 

dari tuna yang artinya rugi dan grahita yang artinya berpikir. Dapat 

dikatakan bahwa seorang tunagrahita mengalami kerugian atau gangguan 

dalam berpikir. Tunagrahita sering juga disebut dengan mental retardation. 

Tunagrahita merupakan suatu keadaan perkembangan mental yang tidak 

lengkap dari jenis dan tingkatnya sehingga individu tidak mampu untuk 

menyesuaikan diri dengan pengawasan, control, dan dukungan eksternal.
40

 

 Menurut Apriyanto, tunagrahita yaitu suatu keadaan dimana 

munculnya tanda-tanda saat masa perkembangan oleh kemampuan 

kecerdasannya memiliki rata-rata kurang dari usia sebayanya dan kurang 

bersosialisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tunagrahita adalah  suatu 

keadaan atau kondisi yang menyebabkan seseorang memiliki kemampuan 

intelektual atau kecerdasan dan kemampuan adaptif dibawah rata-rata 

seusianya.
41

 

Klasifikasi tunagrahita berdasarkan pada tingkatan IQ yaitu : 

a. Tunagrahita ringan (IQ : 51 sampai 70). 

b. Tunagrahita sedang (IQ : 36 sampai 50). 
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c. Tunagrahita berat (IQ : 20 sampai 35). 

d. Tunagrahita sangat berat (IQ : 0 sampai 19).
42

 

Menurut Brown, tunagrahita memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Lamban mempelajari hal yang bersifat abstrak. 

b. Kesulitan menggeneralisasikan dan mempelajari sesuatu yang 

baru. 

c. Kesulitan dalam berbicara. 

d. Cacat fisik dan kesulitan gerak fisik. 

e. Tidak mampu mengurus atau merawat diri. 

f. Sikap dan interaksi tidak wajar. 

g. Tingkah laku yang tidak lazim terjadi secara berkelanjutan.
43

 

d. Tunadaksa  

Menurut Atmajaya, tunadaksa merupakan seseorang yang memiliki 

kelainan atau kecacatan terhadap fisiknya, terletak di sistem otot, tulang 

dan persendian disebabkan karena adanya penyakit, kecelakaan, bawaan 

sejak lahir, dan kerusakan diotak. Kemudian menurut Soemantri tunadaksa 

ialah suatu kondisi yang terganggu atau rusak disebabkan adanya 

gangguan bentuk atau hambatan apada otot, sendi dan tulang dalam 

fungsinya yang normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tunadaksa 

merupakan kondisi dimana sesorang mengalami hambatan atau kelainan 

fisiknya meliputi sistem, otot dan persendian yang dapat disebabkan dari 
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penyakit atau bawaan sejak lahir dan mengakibatkan gangguan koordinasi, 

komunikasi, adaptasi, mobilitas dan gangguan perkembangan. 
44

 

Menurut Hallahan dan Kauffman, tunadaksa memiliki berbagai 

jenis klasifikasi tergantung pada bagian anggota gerak yang mengalami 

permasalahan, sebagai berikut : 

a. Tunadaksa Ortopedi, yaitu sebuah kondisi di mana mengalami 

hambatan atau kelainan pada otot, tulang atau persendian dapat 

terjadi akibat bawaan atau setelah kelahiran.  

b. Tunadaksa saraf, yaitu sebuah kondisi di mana mengalami 

hambatan atau kelainan pada saraf.  

Karakteristik anak tunadaksa yaitu sebagai berikut : 

a. Mengalami cacat tubuh. 

b. Berkurangnya daya pendengaran dan penglihatan. 

c. Gangguan bicara. 

d. Gerakan tidak dapat dikendalikan. 

e. Gangguan keseimbangan. 

f. Anggota gerak kaku, lemah, atau lumpuh. 

g. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. 

h. Hiperaktif/tidak dapat tenang. 

e. Tunalaras  

Tunalaras sering disebut juga dengan anak tunasosial, karena anak 

tunalaras memiliki perilaku yang cenderung menyimpang dari norma-
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norma sosial yang ada di masyarakat dan perilakunya dapat merugikan 

dirinya sendiri maupun orang lain seperti, mencuri, mengganggu, dan 

menyakiti orang lan.
45

 Adapun karakteristik anak tunalaras sebagai 

berikut: 

a. Memiliki hambatan dalam belajar yang bukan disebabkan dari faktor 

intelektual, alat indra maupun faktor kesehatan. 

b. Memiliki hambatan dalam menjalin pertemanan dengan teman sebaya 

maupun dengan pendidik. 

c. Memiliki tingkah laku yang tidak sesuai dengan keadaan norma 

dilingkungan sekitarnya. 

d. Mudah terbawa perasaan hati seperti, emosi labil, ketidakbahagiaan, 

dan mudah depresi. 

e. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti ketakutan yang 

dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan pribadi.
46

 

f. Tunawicara 

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam 

mengungkapkan  pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan 

tidak dapat dimengerti oleh orang lain.
47

 Kelainan bicara ini dapat bersifat 

fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan 

organik yang memang disebabkan adanya gangguan pada organ motorik 

yang berkaitan dengan bicara. 
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Tunawicara merupakan gangguan atau keterbatasan verbal pada 

seseorang sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi melalui 

suara. Tunawicara sering dikaitkan dengan tunarungu. Sebagian 

tunawicara adalah mereka yang menderita tunarungu sejak bayi atau lahir, 

hal tersebut mengalami masalah tingkah laku.
48

 

Karakteristik khusus pada anak tunawicara sebagai berikut : 

a. Terjadi pada anak-anak yang terlahir prematur. 

b. Kemungkinannya empat kalilipat pada anak yang belum berjalan 

pada usia 18 bulan. 

c. Belum bisa berbicara dalam bentuk kalimat pada usia dua tahun. 

d. Memiliki gangguan penglihatan. 

e. Sering dikategorikan sebagai anak yang kikuk oleh gurunya. 

f. Dari segi perilaku kurang bisa menyesuaikan dirinya. 

g. Sulit berbicara.
49

 

g. Autisme  

Autisme adalah perkembangan kekacauan otak dan gangguan 

pervasife yang ditandai dengan terganggunya interaksi sosial, 

keterlambatan dalam bidang komunikasi, gangguan dalam bermain, 

bahasa, perilaku, gangguan perasaan dan emosi, interaksi sosial, perasaan 

sosial, gangguan dalam perasaan sensoris, serta tebatasnya dan tingkah 

laku yang berulang-ulang.
50

Autisme bisa terdeteksi pada anak berumur 
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paling sedikit 1 tahun. Autisme lebih banyak menyerang anak laki-laki 

daripada anak perempuan. Gejala autisme timbul sebelum anak mencapai 

usia 3 tahun, pada sebagian anak gejala-gejala itu sudah ada sejak lahir. 

Yang sangat menonjol ialah tidak adanya atau kurangnya tatapan mata, 

semua itu tergantung pada sifat dan pribadi masing-masing anak.  

Secara garis besar, autisme adalah gangguan perkembangan 

khususnya terjadi pada masa anak-anak yang membuat seseorang tidak 

mampu mengadakan interaksi sosial dan seolah-olah hidup dalam 

dunianya sendiri. 

     Karakteristik autisme sebagai berikut : 

a. Tidak peduli dengan lingkungan sosialnya. 

b. Tidak bisa bereaksi normal dalam pergaulan sosialnya. 

c. Perkembangan bicara dan bahasa tidak normal. 

d. Reaksi atau pengamatan terhadap lingkungan terbatas atau 

berulang-ulang.
51

 

 

D. Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus  

Hak anak berkebutuhan khusus menurut Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1979 sebagai berikut ; 

1. Mendapatkan pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang 

pendidikan. 

2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat 

kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. 
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3. Rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 

4. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan 

kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi yang ditulis oleh Baiq Narita, 2017 yang berjudul “Penyediaan 

Kebutuhan Belajar ABK Pada Sekolah Inklusi (Studi Kasus di SMPN 4 

Sidoarjo)”. Fokus penelitian ini bertujuan untuk perencanaan kebutuhan 

belajar ABK, pelaksanaan / pengorganisasian kebutuhan belajar ABK dan 

evaluasi kebutuhan belajar ABK di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Pada penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian 

data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan, 

perencanaan berlandaskan pada rencana kerja sekolah. Sedangkan 

penentuan kurikulum melalui tiga tahap, yaitu (1)dokumen I (rapat dinas 

antar guru menentukan visi, misi dan tujuan), (2) dokumen II (silabus) dan 

(3) dokumen III (RPP modifikasi). Pelaksanaan kebutuhan belajar pada 

fungsi prasarana sebagai penunjang dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Pada tahap evaluasi kebutuhan belajar ABK di sekolah 

dilakukan oleh supervise dari pihak sekolah (internal) dan eksternal. 

2. Rindy Lelly Anggraini pada tahun 2014 telah melakukan penelitian dengan 

judul “Proses Pembelajaran Inklusi untuk Anak Berkebutuhan 
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Khusus(ABK) Kelas V SDNegeri Giwangan Yogyakarta”, dengan 

hasil:proses pembelajaran inklusi di kelas V SD Negeri menggunakan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ada dua macam yakni RPP pada 

umumnya dan RPP individual untuk peserta didik ABK. Banyak faktor 

pendukung proses pembelajaran antara lain sarana dan prasarana yang 

cukup memadai, adanya dukungan dari Direktorat PLB dan guru membuat 

program khusus. Sedangkan faktor penghambat proses pembelajaran 

inklusi di kelas V yaitu karena kurangnya peran serta orang tua dalam 

kemajuan kemampuan peserta didik ABK, guru kurang memahami 

kebutuhan khusus dan keberagaman dari peserta didik ABK. 

3. Penelitian yang berjudul “Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar 

Negeri 32 Kota Bandar Aceh” oleh Ery Wati. Bentuk penelitian ini adalah 

jurnalyang dilakukan pada tahun 2014.Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

program pendidikan disekolahinklusif, implementasi manajemen 

pendidikan inklusif dan apa sajakendala yang dihadapi dalam implementasi 

manajemen pendidikan inklusif di SD N 32 Kota Bandar Aceh. Hasil dari 

penelitian tersebut memperlihatkan bahwasannya program kepala sekolah 

dalam menjalankan pendidikan inklusif diimplementasikan dalam 

memberikan suatu pelatihan kepada para guru, penerimaan siswa yang 

berkebutuhan khusus (ABK), melakukan modifikasi kurikulum dan 

mengusahakan sarpras sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta 

didik. Implemenasi dari manejemen pendidikan inklusif dapat ditinjau dari 
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jumlah peserta didik ABK pada tahun ajaran 2009/2010 yang jumlahnya 19 

siswa memiliki1 (satu) Guru Pendamping Khusus, dan kurikulum yang 

telah dimodifikasi sesuai kebutuhan siswa.hambatan dari program 

pendidikan inklusif yaitu terkait masalah pembiayaan pendidikan, sarana 

prasarana yang juga belum memadai serta minimnya tenaga Guru 

Pendamping Khusus. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, penelitian 

sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan infestigasi fenomenal 

secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipandu oleh teori dan 

hipotesis tentang hubungan antar fenomena,
52

 yaitu penelitian yang dilakukan 

langsung ke lapangan dan studi kepustakaan dengan melakukan observasi 

atau pengamatan dan dilanjutkan dengan wawancara. Penelitian Hukum 

Sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan 

penelitian terhadap efektivitas hukum. 
53

 

 

B. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif  yang bertujuan menggambarkan secara 

tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau 

untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
54

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di 

Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota. 

Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian disebabkan karena 
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 Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 

1 
53

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), h. 42 
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 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010),h .25-26 
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berdasarkan hasil prariset yang penulis lakukan tidak dijumpainya fasilitas 

pendidikan sehingga bagi anak berkebutuhan khusus/anak penyandang 

disabilitas tersebut tidak memperoleh pendidikan yang seharusnya mereka 

dapatkan. 

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk 

melakukan observasi dan wawancara mengenai tanggung jawab pemerintah 

daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik 

Barisan Kabupaten 50 Kota. 

 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi 

merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa 

himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu 

atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.
55

 Adapun yang menjadi 

populasi adalah pihak kantor walinagari Sungai Naniang sebanyak 1 orang, 

pihak Kantor Kecamatan Bukik Barisan sebanyak 1 orang, dan keluarga 

yang memiliki anak berkebutuhan khusus/disabilitas sebanyak 9 orang.   

                                                             

55
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)  h. 

118.  
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2. Sampel  

 Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang 

ada.
56

 Adapun yang menjadi sampel adalah pihak kantor walinagari 

Sungai Naniang sebanyak 1 orang, pihak Kantor Kecamatan Bukik 

Barisan sebanyak 1 orang, dan keluarga yang memiliki anak berkebutuhan 

khusus/disabilitas sebanyak 9 orang. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu dengan 

metode purposive sampling yang salah satu teknik pengambilan samplingnya 

dengan non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan 

sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai denga tujuan 

penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. 

Tabel I.1  

Populasi dan Sampel  

No  Jenis 

Populasi 

Jumlah 

populasi 

Jumlah 

Sampel 

Persentase Keteran

gan  

1 Perangkat 

Camat Bidang 

Pendidikan di 

Kecamatan 

Bukik Barisan 

1 orang 1 orang 100% Wawanc

ara 

2 Perangkat 

Nagari Nagari 

Sungai 

Naniang 

1 Orang 1 Orang 100% Wawanc

ara 

3  

Masyarakat 

yang memiliki 

anak 

berkebutuhan 

khusu 

 

9 kepala 

keluarga 

 

9 kepala 

keluarga 

 

100% 

 

Wawanc

ara 

 

 

                                                             
56

 Ibid, hal. 119  



 

 

 

42 

E. Jenis Dan Sumber Data 

Data adalah semua dari keterangan seseorang yang dijadikan 

responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk 

statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dilakukan.  

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri 

dari data primer dan data sekunder 

b. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian baik yang dilakukan melalui wawancara,observasi dan alat 

lainnya.
57

 Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak 

terkait. 

c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari    bahan 

kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah.
58

 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk 

melihat langsung mengenai masalah yang diteliti.  

b. Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang 

penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok 

permasalahan penelitian ini. 
59

  

c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, 

buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode 

ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer. 

d. Dokumentasi, yaitu sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan 

dokumentasi serta data yang terkumpul berkaitan dengan masalah 

penelitian.  

                                                             
57

 Ibid, hal. 87.  
58

Ibid, hal  88.  
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G.  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari 

studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam 

suatu susunan yang komprehensif dan data yang terkumpul dalam penelitian, 

baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan 

responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang 

ada di lapangan serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil 

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat 

khusus. Sehingga dapat ditemukan mengenai tanggung jawab pemerintah 

daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik 

Barisan Kabupaten 50 Kota. 

 

H. Teknik Penulisan 

Teknik peniulisan yang penulis gunakan, yaitu: 

1. Deskriptif, yaitu suatu prosedur yang menjelaskan teori umum yang 

kemudian diambil kesimpulan dari seluruhnya secara lebih khusus. 

2. Deduktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan 

kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisan dan diambil kesimpulannya 

secara khusus. 

3. Induktif, yaitu memanfaatkan data yang khusus sehingga nantinya dapat 

disimpulkan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil dan  pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan : 

1. Tanggung jawab pemerintah daerah Kenagarian Sungai Naniang 

Kecamatan Bukik Barisan terhadap sarana anak berkebutuhan khusus 

pada dasarnya sangat penting dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 6, yang berbunyi 

pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan potensi fisik,   kecerdasan intelektual, sosial, emosional, 

dan kejiwaan peserta didik, sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun 

di kenagarian Sungai Naniang hal ini tidak berjalan sesuai dengan 

ketentuan tersebut. kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan 

kurang memperhatikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam 

menyediakan sarana/sekolah.  

2. Adapun faktor yang mempengaruhi/kendala yang dialami oleh pemerintah 

daerah Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik 

  Barisan terait dengan permasalahan menyediakan sarana/sekolah bagi 

anak berkebutuhan khusus  adalah tidak adanya tenaga didik sementara, 

dan dana/anggaran yang kurang memadai.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu 

sebagai berikut : 

1. Terkait dengan tanggung jawab hendaknya pemerintah daerah Kenagarian 

Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan lebih memperhatikan 

pendidikan anak berkebutuhan khusus supaya permasalahan tentang 

sarana/sekolah kedepannya bisa teratasi dan sebaiknya pemerintah juga 

memberikan solusi jika sarana/sekolah belum bisa didirikan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, masih banyak hal yang patut kita ketahui dan 

kita kaji tentang dunia anak berkebutuhan khusus. Penulis berharap 

kedepannya akan ada semakin banyak penelitian yang berkaitan tentang 

sarana/ sekolah bagi anak berkebutuhan khusus.  
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DAFTAR WAWANCARA 

Kantor Camat : 

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019? 

2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap sarana/fasilitas bagi 

ABK? 

3. Apa saja program yang akan diusulkan kedepannya berkaitan dengan 

sarana bagi ABK? 

Kantor Walinagari : 

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019? 

2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap sarana/fasilitas bagi 

ABK? 

3. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi kendala kenapa di Nagari Sungai 

Naniang tidak ada sarana/sekolah bagi ABK? 

4. Berapa jumlah ABK yang ada di Nagari Sungai Naniang? 

5. Apakah ada keluhan dari masyarakat kepada Nagari terutama orang tua 

yang mempunyai ABK terkait permasalahan ini? 

Masyarakat : 

1. Menurut bapak/ibu bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap 

sarana/fasilitas ABK? 

2. Bagaimana dampak yang bapak/ibu rasakan terutama bagi anak karena 

tidak adanya sarana/fasilitas bagi ABK? 



 
 

 
 

3. Menurut bapak/ibu apa seharusnya yang dilakukan pemerintah dalam 

mengatasi masalah ini terkait sarana/sekolah bagi ABK? 

4. Apabila ada sarana/sekolah bagi ABK apakah orangtua keberatan adanya 

sarana/sekolah tersebut ? 

5. Berapa umur ABK? 

6. Selama ini apa yang bapak/ibu lakukan menghadapi masalah ini ? 
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